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Menimbang

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 :




Mengingat

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il dalam Wilayah Daerah-daerah

Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terahir
dengan Undang-Undang Nomor ¢ Tahun 201 stentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485)



10.

;1

12

13.

14.

15.

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 ]

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi
Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan Corona Virus Desease 2019 (CoviID-
19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019
dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 310);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman
Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun
Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 678);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah
Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 782);

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 16/KMK.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang IIl Tahun Anggaran 2020:

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran DaerahKabupaten Sumba Barat
Nomor 0001).




17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahy
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
dan
BUPATI SUMBA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut
1. Pendapatan

a. Semula Rp. 807.439.144.255 00
b. Berambah / Berkurang Rp. 113.866.735.936,93
Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 693.572.408.318,07
¢, Belanja Daerah
a. Semula Rp. 823.774.274.113,00
b. Berambah / Berkurang 59411.231.163.112,_51
Jumlah Belanja setelah Perubahan - Rp.712.543.111,

Defisit setelah Perubahan Rp. 18.970.702.682 42



J. Pemblayaan Daerah -
a. Penerimaan
1. Semula )
2. Bertambah / Berkurang

Jumlah Penerimaan setelah perubahan

b. Pengeluaran
1. Semula
2. Berambah /
Jumiah Pengeluaran setelah Perubahan
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah
1. Semula

2. Bertambah / Berkurang
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan

b. Dana Perimbangan
1. Semula

2. Bedambah / Berkurang

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan

Rp. 16.335.129.858,00
Rp. 2.635.572.824 42

Rp.
Rp._

Rp. 92.808.668.234,00
Ro. 39.360.318.740.34

Rp. 591.888.333.000,00
Rp. 80.833.520.785,00

Rp. 18.970.702.682,42

Rp. - .
Rp. 18.970. 82,42
Rp. -

Rp. 53.448.349.493 66

Rp.511.054.812.215,00



¢. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1. Semula Rp. 122.742.143.021,00
2. Bertambah / Berkurang Rp. 6.327.103.588.41
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan -
a. Pajak Daerah
1. Semula Rp. 35.217.778.481.00
2. Berambah / Berkurang Rp. 24.279.733.191.00
Jumlah Pajak Daerah setelgh perubahan

b. Retribusi Daerah
1. Semula Rp. 4.608.985.413,00
' Beﬁam@h/Berkurang Rp. 1.793.470.827.00
Jumiah Retribusi Daerah setelah perubahan

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
1. Semula Rp.  9.171.170.446,00
2. Bertambak / Berkurang Rp. _790.078.546.00
Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah perubahan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
1. Semula Rp. 43.81 0.733.894,00
2. Berambah / Berkurang Rp. 12.497.036.176,34
Jumiah Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan

Rp.129.069.246.609,41

Rp. 10.938.045.290.00

Rp. 2.815.514,586,00

Rp. 8.381.091.900,00

=]

Rp. 31.313.697.717 66




(3)  Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
1. Semula ) Rp.  7.912.291.000,00
2. Berambah / Berkurang Rp. _ 460.566.669.00
Jumiah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan

b. Dana Alokasi Umum
1. Semula Rp. 422.109.872.000,00
2. Bertambah / Berkurang Rp. 42.717.570.000.00
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan

c. Dana Alokasi Khusus
1. Semula Rp. 161.866.170.000,00
2. Bertambah / Berkurang Rp. 37.655.384.116.00
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pendapatan Hibah
1. Semula Rp. 18.292.800.000,00
2. Bertambah / Berkurang Rp. _3.238.300.000.00
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan

b. Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
1. Semula Rp. 15.982.035.021,00

2. Bertambah / Betkurang Rp. _ 769.644.588.41
Jumlah Bagi Hasil Pajak Dari Provins; dan Pemerintah Daerah
Lainnya setelah perubahan

Rp. 7.451.724.331,00

Rp. 379.392.302.000,00

Rp. 124.210.785.884,00

Rp. 21.531.100.000,00

Rp. 16.751.679.609,41



c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1. Semula
2. Bertambah /
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung
1. Semula
2. Berambah / Berkurang
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan

b. Belanja Langsung
1. Semula

2. Berambah / Berkurang

Jumiah Belanja Langsung setelah perubahan

Rp. 88.467.308.000,00
Rp. 2.319.159.000,00

Rp. 355.599.946.068,00
Rp. 14.828.472.750.00

Rp. 468.174.328.045,00

Rp. 96.402.690.362,51

(2)  Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai
1. Semula

- 2. Bertambah / Berkurang

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan

b. Belanja Hibah
1. Semula

2. Bertambah / Berkurang

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan

Rp. 183.802.914.120,00

Ro. 14.950.116.152,00

Rp. 34.342.790.450,00

Rp.  1.133.500.000,00

Rp. 90.786.467.000,00

Rp. 340.771.473.318,00

Rp. 371.771.637.682,49

Rp. 168.852.797.968,00

Rp. 33.209.290.450,00



C.

e.

A

Belanja Bantuan Sosial
1. Semula

2. Bertambah / Berkurang

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintah Desa
1. Semula

2. Bertambah / Berkurang

Jumlah Belanja Bantuan Keuangansetelah perubahan

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kotg
dan Pemerintah Desa
1. Semula

2. Bertambah / Berkurang

Jumlah Belanja Bantuan Keuangansetelah perubahan

Belanja Tidak Terduga

1. Semula

2. Bertambah /

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan

(4) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

Belanja Pegawai
1. Semula

2. Bertambah / Berkurang

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan

Rp.  1.317.400.000,00
Rp.  474.000.000.00

Rp.  791.229.100,00
Rp. 49.754.400,00

Rp. 130.768.846.200,00
Rp.  4.343.149.000,00

Rp. 4.576.766.198,00

Ro. 6.122.046.802,00

Rp. 106.396.352.380.00
Rp. 6.613.572.425,00

Rp.  843.400.000,00

Rp.  741.474.700,00

Rp. 126.425.697.200.00

Rp. 10.698.813.000,00

Rp. 99.782.779.955,00



b. Belanja Barang dan Jasa
1. Semula
2. Bertambah / Berkurang

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan

¢. Belanja Modal
1. Semula
2. Bertambeh / Berkurang
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari -
a. Penerimaan Pembiayaan
1. Semula
2. Bertambah /
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan

b. Pengeluaran Pembiayaan
1. Semula
2. Bertambah / Berkurarg

Jumlah Pengeluaran Pembiayaansetelah perubahan

(#) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya ( SILPA )
1. Semula

2. Bertambah / Berkurang

Jumlah SILPA setelah perubahan

Rp. 202.198.581.842,00

Rp. 47.299.279.881,76

Rp. 159.579.393.823,00
Rp. 42.489.838.055,75

Rp. 16.335.129.858,00
Rp. 2.635.572.824.42

Rp. 16.335.129.858,00
Rp. 2.635.572.824.42

Rp.154.899.301.960,24

Rp. 117.089.555.766,25

Rp. 18.970.702.682,42

Rp. -

Rp. 18.970.702.682,42
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- Pencairan Dana Cadangan

1. Semula
2. Berambah / Berkrang

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan

. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1. Semula
2. Bertambah / Berkdrang

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

setelah perubahan

. Penerimaan Pinjaman Daerah

1. Semula
2. Bertambah / Berkurang

Jumlah Penerimaan Pinjaman Cadangan setelah perubahan

. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1. Semula
2. Bertambah / Berkurang

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Cadangan setelah perubahan

. Penerimaan Piutang Daerah

1. Semula

2. Bertambah | Borkurang

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan

Rp.

Rp.

Rp.



(3)  Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Pembentukan Dana Cadangan

1. Semula . Rp. -

2. Bertambah / Berkurang Rp. - ;

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan Rp. -
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

1. Semula Rp. -

2. Bortambah / Berkurang Rp. - .

Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp. -
c. Pembayaran Pokok Utang

1. Semula Rp. -

2. Bertambah / Borkurang Rp. - :

Jumlah Pembayaran Pokok Utang Daerah setelah perubahan Rp. -
d. Pemberian Pinjaman Daerah

1. Semula Rp. -

2. Berambah / Berkurang Rp. - .

. Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp. -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :




Lampiran |
Lampiran II
Lampiran i
Lampiran [V
Lampiran V

Lampiran VI
Lampiran VI
Lampiran VI
. Lampiran IX
10. Lampiran X
11. Lampiran XI|
12. Lampiran X!
13. Lampiran Xl

ST e

Ringkasan Perubahan APBD ;

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi ;

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan :

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara ;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;

Daftar Piutang Daerah ;

Daftar Penyertaan Modal ( investasi ) Daerah ;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya ;

Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini ;
Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati Sumba Barat menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional

pelaksanaan,



Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
.pada tanggal, 23 Oktober 2020

-
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Diundangkan di Waikabubak
paga-eniggaig3 Oktober 2020
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NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (004 /2020 )




Lampiran I

Peraturan Daerah
Nomor
Tanggal

* 4 TAHUN 2020
¢ 23 Oktober 2020

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
RINGKASAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
§ 2 3 4 5 . 6
-
~ PENDAPATAN 807.439.144.255,00 693.572.408.318,07 (113.866.735.936,93) (14,10)
| PENDAPATANASLIDAERAH 92808.668.23400 |  S3448.34949366 | (39.360.318.740,34)| (42,41
Pendapatan Pajak Daerah 35.217.778.481,00 10.938.045.290,00 (24.279.733.191,00) (68,94)
Hasil Retribusi Daerah 4.608.985.413,00 2.815.514.586,00 (1.793.470.827,00) (38,91)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 9.171.170.446,00 8.381.091.900,00 (790.078.546,00) (8,61)
e Pendipean A Daeatigong s L, 43.810.733.894,00 | ... 31313697.71766 | (12.497.036.176,34)|  (28,53)
i PlosgInem) .. i P (80.833.520.785,00)|  (13,66)
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 7.912.291.000,00 7.451.724.331,00 (460.566.669,00) (5,82)
Dana Alokasi Umum 422.109.872.000,00 379.392.302.000,00 (42.717.570.000,00) (10,12)
i Dana Alokasi Khusus ... ..o N 1r0 e | (37.655.384.116,00)|  (23,26)
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH .. 1274214302100 1 129.069.246.60941 | 6.327.103.58841 | 5,15
Pendapatan Hibah 18.292.800.000,00 21.531.100.000,00 3.238.300.000,00 17,70
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 15.982.035.021,00 16.751.679.609,41 769.644.588,41 4,82
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 88.467.308.000,00 90.786.467.000,00 2.319.159.000,00 2,62
| BELANJA 823.774.274.113,00 712.543.111.000,49 (111.231.163.112,51) (13,50)
| BEANATDAKWNGSUNG e ARy | (14.828.472750,00)|  (4.17)
Belanja Pegawai 183.802.914.120,00 168.852.797.968,00 (14.950.116.152,00) (8,13)
Belanja Hibah 34.342.790.450,00 33.209.290.450,00 (1.133.500.000,00) (3,30)
Belanja Bantuan Sosial 1.317.400.000,00 843.400.000,00 (474.000.000,00) (35,98)
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 791.229.100,00 741.474.700,00 (49.754.400,00) (6,29)
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 130.768.846.200,00 126.425.697.200,00 - (4.343.149.000,00) (3,32)
g sk Tedgs Bt i NN s N R, 6.122.046.802,00 | 133,76
oA aNGsUNe feimomos0 | Freeess )| (96.402.690.362,51)|  (20,59)
Belanja Pegawai 106.396.352.380,00 99.782.779.955,00 (6.613.572.425,00) (6,22)
Belanja Barang dan Jasa 202.198.581.842,00 154.899.301.960,24 (47.299.279.881,76) (23,39)
Belanja Modal 159.579.393.823,00 117.089.555.767,25 (42.489.838.055,75) (26,63)

e

Halaman 1




JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
URAIAN : ;

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN ‘{Rp) %

2 3 4 5 6
SURPLUS / (DEFISIT) (16.335.129.858,00) (18.970.702.682,42) (2.635.572.824,42) 16,13

| PEMBIAYAAN DAERAH
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH ...1633512985800 | 18.970.70268242 | 2635.572.82442 | 16,13
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 16.335.129.858,00 18.970.702.682,42 2.635.572.824,42 16,13
PEMBIAYAAN NETTO 16.335.129.858,00 18.970.702.682,42 2.635.572.824,42- 16,13
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 0,00
v P
@ ikabubiak 3 Oktober 2020
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Halaman 2




